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RINGKASAN 

Mekanisme  Validasi  dan  Penetapan Jumlah  Pajak  Hiburan  Pada  Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi; Afriansyah Adi Susilo, 
150903101025; 2018: 87 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan 
Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 
 Laporan  Tugas  Akhir  ini  disusun  berdasarkan  Praktek  Kerja  Nyata  yang 

dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 12 April 2018, tujuan 

penulis  melaksanakan  PKN  di  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten 

Banyuwangi adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan tentang 

Pajak Hiburan sehingga dapat memperoleh gambaran secara nyata tentang 

mekanisme dan penetapan pajak hiburan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Banyuwangi. 

 Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bersumber dari 

penerimaan Pajak Daerah. Penerimaan pajak daerah dapat mempengaruhi 

berlangsungnya  pembangunan  daerah  itu  sendiri.  Penerimaan  PAD  dari  sektor 

Pajak Daerah salah satunya yaitu Pajak Hiburan. Pajak Hiburan merupakan pajak 

atas  penyelenggaraan  hiburan  dengan  dipungut  bayaran.  Yang  menjadi  dasar 

pengenaan dari pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang 

seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. 

 Kegiatan yang penulis lakukan pada saat Praktek Kerja Nyata (PKN) pada 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yaitu membantu tugas 

administrasi serta mempelajari kegiatan perpajakan yang ada pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Penulis mengamati 

Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hiburan pada  Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menggunakan metode pengumpulan data 

seperti observasi, wawancara dan studi pustaka yang terkait dengan judul penulis. 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mempelajari tentang pajak daerah 

khususnya Pajak Hiburan  yang meliputi validasi dan penetapan serta membantu 

tugas  administrasi  dan  pembukuan  yang  ada  di  kantor  Dinas  Kebudayaan  dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Besarnya tarif yang digunakan dalam 

menentukan  besarnya  pajak  yang  terhutang  ditetapkan  sesuai  dengan  Peraturan 

Daerah (PERDA) termasuk penetapan tarif untuk pajak hiburan. 
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 Validasi  dilakukan  setelah  pendataan  yang  sudah  dilakukan  oleh  Wajib 

Pajak  Hiburan  di  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata.  Penetapan  pajak  hiburan 

dilakukan setelah dihitung besarnya pajak yang terhutang melalui Surat Ketetapan 

Pajak  Daerah  (SKPD)  yang  telah  ditandatangani  oleh  kepala  seksi  optimalisasi 

pendapatan daerah dan selanjutnya melakukan pembayaran ke Bank Jatim, setelah 

melakukan pembayaran akan mendapatkan stempel tanda lunas dan 

dilakukannnya penghapusan hutang pajak pada sistem.   

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0759/UN25.1.2/SP/2018, Diploma 

III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Jember). 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan  pembangunan  nasional  saat  ini  merupakan  suatu  kegiatan 

yang berlangsung terus menerus, hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sendiri. Pembangunan ini  tidak 

terlepas dari adanya dukungan pemerintah. Kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari 

pertumbuhan  ekonominya  dan  dilihat  bisa  tidaknya  dalam  mengatasi  masalah 

ekonomi yang terjadi. Maka dari itu suatu negara terus berusaha untuk melakukan 

pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam 

melakukan pembangunan tentu diperlukan penghasilan atau pendapatan. 

Pendapatan negara tersebut bisa didapatkan dari pajak. Pajak merupakan 

fenomena  yang  selalu  hidup  dan  menarik  di  kehidupan  masyarakat  di  berbagai 

negara,  karena  pajak  sebagai  sumber  pendapatan yang  paling  menghasilkan. 

Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan 

Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Indonesia berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan untuk 

keperluan  belanja  negara  baik  itu  untuk  pelayanan  umum,  perlindungan  sosial, 

pendidikan, pertanahan, kesehatan, ketertiban dan keamanan dan lain sebagainya. 

Semakin banyaknya keperluan belanja negara, berbagai macam usaha dilakukan 

pemerintah  untuk  meningkatkan  pendapatan  negara  dari  sektor  pajak  agar  terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Dengan cara terus berusaha memperbaiki sistem 

pelayanan dari perpajakan sendiri untuk memudahkan wajib pajak dalam 

melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya. Sehingga tidak ada 

alasan lagi tidak membayar pajak karena prosedurnya yang rumit. Sistem 

pemungutan  pajak  sendiri  memberikan  kepercayaan  yang  penuh  terhadap  wajib 

pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan self 

assessment system. 
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Salah  satu  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam  Anggaran  Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak 

daerah,  yang  selanjutnya  disebut  pajak,  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. 

Adapun jenis pajak daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 

2009, jenis pajak daerah yang pertama yaitu jenis Pajak Provinsi yang terdiri dari 

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Lalu untuk 

jenis pajak daerah yang kedua yaitu jenis Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari 

Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak  Penerangan 

Jalan,  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan,  Pajak  Parkir,  Pajak  Air  Tanah, 

Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Sistem pemungutan yang diterapkan masing-masing pajak daerah berbeda-

beda. Dalam sistem pemungutan pajak daerah ada dua sistem menurut Peraturan 

Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  No.  2  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah  yaitu 

Self  Assesment  dan  Official  Assesment.  Untuk  jenis  pajak  kabupaten/kota  yang 

menganut  sistem  pemungutan  self  assesment  adalah  semua  jenis  pajak  daerah 

tidak  terkecuali  Pajak  Hiburan.  Sedangkan,  untuk  sistem  pemungutan  official 

assesment  hanya  untuk  pajak  reklame  dan  pajak  air  bawah  tanah.  Fiskus  dalam 

hal ini aparat Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, 

penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi perpajakan serta 

penagihan pajak sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo 

pembayaran atau penyetoran pajak. 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan target penerimaan 

masing-masing pajak daerah melalui Badan Pendapatan Daerah terhadap 

Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berbeda-beda  yang  menghasilkan  jumlah  PAD 

setiap  tahunnya  berubah  ubah-ubah  menyesuaikan  dengan  kondisi  yang  ada  di 
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Kabupaten Banyuwangi. Target Penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi 

pada Tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut: 

Tabel  1.1  Target  dan  realisasi  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (tahun 2016 dan 2017) 

No PAD 2016 2017 

Target Realisasi Target Realisasi 

Rp Rp Rp Rp 

1 Pajak 
Daerah 

125.304.997.546 120.304.997.546 182.265.441.313 152.837.786.466 

 
2 Retribusi 

Daerah 
32.395.873.742 34.591.082.032 47.083.173.536 35.707.153.622 

3 Pengelolaan 
Kekayaan 
Daerah 
Yang 
Dipisahkan 

16.166.252.031 15.066.252.031 18.402.002.437 16.097.796.145 

4 Lain-lain 
PAD yang 
sah 

179.393.865.373 197.454.797.766 212.250.916.429 104.365.164.895 

Jumlah 353.260.988.692 367.939.934.394 460.001.533.716 389.007.903.129 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2018 

 Berdasarkan  tabel  di  atas,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  mengalami 

penurunan. Hal tersebut menyatakan bahwa PAD dari sektor Pajak Derah 

mengalami kontribusi yang negatif dan perubahan dari tahun 2016 sampai tahun 

2017  yang tidak mencapai target.  Nur Soetjiati selaku Kepala seksi optimalisasi 

pendapatan daerah memaparkan bahwa tidak tercapainya target dikarenakan 

banyak  wajib  pajak  yang  tidak  taat  membayar  kewajibannya.  Disamping  itu 

dikarenakan  kenaikan  tarif  pajak  daerah  seperti  halnya  yaitu  Peraturan  Daerah 

Kabupaten  Banyuwangi  Nomor 16 Tahun 2017  Tentang Perubahan  Kedua Atas 

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. (Soetjiati, wawancara, 2018 : lampiran 12)  

Pada sepanjang tahun 2017 Banyuwangi berhasil menggelar 72 event yang 

spektakuler  dan  sangat  meriah  bagi  masyarakat  Banyuwangi  serta  wisatawan 

mancanegara. Banyak event-event yang bertaraf internasional antara lain 

Indonesia Fashion Week Banyuwangi, Banyuwangi Art Week, Banyuwangi 

International BMX, Banyuwangi International Ijen Green Run, Banyuwangi Batik 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


4 
 

Festival,  Kite  and  Wind  Surfing  Tabuhan,  International  Tour  De  Banyuwangi 

Ijen, Festival Gandrung Sewu, Banyuwangi Fashion Festival, Banyuawngi Ethno 

Carnival, Festival Kuwung dan beberapa festival event lainnya. Oleh karena itu, 

Menteri  Pariwisata  Arief  Yahya  menetapkan  Banyuwangi  sebagai  Kota  Festival 

Terbaik  di  Indonesia  dengan  pagelaran  Event  Festival  sebanyak  72  event  pada 

Tahun 2017 yang melibatkan seluruh potensi masyarakat sehingga meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. 

Dalam  pagelaran  event-event  tersebut,  pemerintah  daerah  memanfaatkan 

sebagai sebuah  ajang promosi untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara 

untuk  berkunjung  ke  Banyuwangi.  Dengan  banyaknya  wisatawan  yang  datang 

berkunjung  ke  Banyuwangi  tentunya  diharapkan  juga  Pendapatan  Asli  Daerah 

dapat meningkat yang bersumber dari sektor penerimaan pajak daerah. Salah satu 

pajak daerah yang saat ini menonjol peningkatannya adalah Pajak Hiburan, karena 

hal  ini  mendorong  tumbuhnya  industri  wisata  dan  hiburan  di  Banyuwangi  yang 

semula  hanya  sepetak  tanah  kosong  atau  beberapa  lahan  yang  tidak  digunakan, 

sekarang disulap dan dimanfaatkan menjadi taman rekreasi atau wahana hiburan 

yang baru yang  dapat digunakan sebagai daya tarik wisatawan lokal dan 

mancanegara untuk mengunjungi dan datang berlibur ke Banyuwangi. Untuk saat 

ini  semakin  banyak  wahana  wisata  dan    hiburan  yang  baru  di  Banyuwangi 

sehingga pemasukan Pajak Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Hiburan lumayan 

tinggi dan besar. 

Tabel 1.2 Target dan penerimaan pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran dan 

pajak hiburan Kabupaten Banyuwangi Tahun (2016 dan 2017) 

No Jenis Pajak 2016 2017 

Target Realisasi (%) Target Realisasi (%) 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

1 Hotel 5.500.000.000 4.980.913.655 90,56 8.077.044.024 5.656.890.953 70,04 

2 Restoran 7.000.000.000 6.898.991.797 98,56 15.501.533.716 12.415.093.896 80,09 

3 Hiburan 1.700.000.000 1.825.706.573 107,39 3.531.249.999 2.130.360.696 60,33 

4 Reklame 2.500.000.000 1.750.219.358 70,01 3.437.500.002 2.638.294.566 76,75 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 
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Dilihat dari tabel diatas, pendapatan dari sektor pajak hiburan mengalami 

kenaikan  dan  penurunan.  Pada  tahun  2016  realisasi  penerimaan  pajak  hiburan 

sebesar Rp. 1.825.706.573 jika dibandingkan dengan tahun 2017 realisasi 

pendapatan sebesar Rp. 2.130.360.696 yang tidak tercapainya target. Hal ini dapat 

dilihat dari target dan jumlah realisasi penerimaan dari setiap tahunnya. 

Menurut aturan pemeriksaaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Pusat 

(BPKP), akan dilakukan pemeriksaaan pada bulan April tahun 2018. Pemeriksaan 

ini  dilakukan  untuk  mengetahui  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  terhadap  hukum 

pajak daerah, termasuk pajak hiburan. Untuk Wajib Pajak Hiburan sendiri sekitar 

75% dari 100% sudah mulai aktif dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib 

pajak. Wajib pajak dalam ketaatan pembayarannya masih melakukan kecurangan 

dengan tidak membayar pajak dengan jumlah pajak yang terutang atau 

sebenarnya,  karena  wajib  pajak  banyak  melakukan  manipulasi  data.  Cara  wajib 

pajak  melakukan  manipulasi  data  adalah  dengan  melaporkan  jumlah  wisatawan 

yang berkunjung lebih sedikit dari pada jumlah yang sesungguhnya. Pihak 

pengelola  maupun  pemilik  usaha  objek  hiburan  melakukan  pemanipulasian  data 

karena mereka beranggapan bahwa keuntungan yang mereka dapatkan sangatlah 

sedikit karena tarif Pajak Hiburan yang dinaikkan oleh pemerintah daerah 

menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 tahun 2017. 

Pemanipulasian data tersebut bisa menyebabkan jumlah pajak yang 

dibayar lebih sedikit dari pada jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Hal ini 

juga  menyulitkan  bidang  optimalisasi  pendapatan  daerah  di  Dinas  Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, karena yang didatangi pertama kali oleh 

BPKP  adalah  bidang  tersebut.  Bidang  optimalisasi  pendapatan  daerah    yang 

menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar serta  berhak dalam menetapkan 

target  pajak  dari  penghasilan  objek  wisata  dan  hiburan.  Atas  kejadian  tersebut 

sebenarnya  para  pegawai  dari  bidang  optimalisasi  pendapatan  daerah  tersebut 

sudah  melakukan  tindakan  dengan  cara  memantau  objek-objek  wisata  hiburan 

yang melakukan manipulasi data. Realisasi penerimaan pajak hiburan dapat 

dilihat secara rinci pada tabel berikut : 
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Tabel  1.3  Target  dan  penerimaan  pajak  hiburan  pada  Dinas  Kebudayaan  dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi (Tahun 2016 dan 2017) 

No Pajak Hiburan 

Objek : 

2016 2017 

Target Realisasi Target Realisasi 

1 Tontonan 

Film/Bioskop 

250.000.000 176.395.500 341.052.366 209.057.500 

2 Pagelaran 

Kesenian/ musik/ 

Tari 

130.000.000 160.809.000 8.621.817 22.325.000 

3 Kontes Kecantikan 0 0 0 0 

4 Kontes Binaraga 0 0 0 0 

5 Pameran 0 5.350.000 0 0 

6 Diskotik 10.000.000 0 0 0 

7 Karaoke 287.500.000 274.097.513 796.029.824 440.733.794 

8 Klub Malam 0 0 0 0 

9 Sirkus/ 

Akrobat/Sulap 

10.000.000 0 0 0 

10 Permainan Bilyard 25.000.000 0 0 0 

11 Permainan Golf 0 0 0 0 

13 Permainan Bowling 0 0 0 0 

14 Pacuan Kuda 0 0 0 0 

15 Balap Kendaraan 

Bermotor 

25.000.000 5.137.500 0 0 

16 Permainan 

Ketangkasan 

150.000.000 279.882.779 429.293.340 299.320.246 

17 Panti Pijat/ Refleksi 0 346.500 0 0 

18 Mandi Uap/ spa 0 9.224.250 31.770.000 21.315.000 

19 Pusat Kebugaran 0 4.553.500 15.165.592 7.262.500 

20 Pertandingan 

Olahraga 

112.500.000 64.324.400 160.011.825 80.105.500 

21 Tempat Rekreasi/ 

Kolam Renang 

700.000.000 845.595.631 1.749.305.531 1.050.241.156 

JUMLAH 1.700.000.000 1.825.706.573 3.531.249.999 2.130.360.696 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2018 

Dari  tabel  di  atas  dapat  dijelaskan  kembali  bahwa  realisasi  penerimaan 

pajak  hiburan  tahun  2016  melebihi  target.  Pada  tahun  2017  pajak  hiburan  tidak 

memenuhi target yang sangat mempengaruhi pada Pendapatan Asli Daerah secara 

keseluruhan pada tahun 2017. Untuk masalah target pajak hiburan seluruh objek 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


7 
 

hiburan  di  Banyuwangi  yang  menetapkan  adalah  Badan  Pendapatan  Daerah, 

karena  Badan  Pendapatan  Daerah  adalah  yang  mempunyai  wewenang  dalam  

pemungutan pajak daerah. Mulai dari pendataan, pembayaran, sampai pada 

penagihan, namun pada 2016 Badan Pendapatan Daerah hanya sebagai 

koordinator dari dinas terkait karena semua pajak daerah dipindah ke dinas-dinas 

terkait  seperti  salah  satunya  pajak  hiburan  dipindah  ke  dinas  pariwisata  yang 

diberlakukannya  dengan  Peraturan  Bupati  Banyuwangi  Nomor  56  Tahun  2016. 

Pendataan tidak dilakukan lagi di Badan Pendapatan Daerah tetapi dilakukan di 

Dinas Pariwisata. Pajak hiburan validasinya dilakukan di dinas pariwisata beserta 

pajak  restoran,  pajak  hotel  dan  retribusi  usaha  lainnya.  Validasi  sangat  penting 

dilakukan karena validasi merupakan dasar dari penetapan. Sehingga akan terlihat 

apabila  ada  Wajib  Pajak  Hiburan  yang  melakukan  manipulasi  data  seperti  yang 

sudah  dijelaskan  sebelumnya.  Validasi  memiliki  arti  memeriksa,  mencocokkan 

dan  juga  menghitung.  Setelah  dilakukan  validasi  barulah  dilakukan  penetapan, 

yaitu perubahan dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) menjadi Surat 

Ketetapan Pajak Daerah  (SKPD). 

 Oleh  sebab  itu  diharapkan  ada  keseriusan  pemerintah  dalam  melakukan 

pemvalidasian  terhadap  SPTPD  yang  sudah  diisi  oleh  Wajib  Pajak  Hiburan, 

karena sistem yang dianut Pajak Hiburan adalah Self Assesment. Serta ada 

tindakan  tindakan yang  benar-benar  tegas  dalam  memberikan  perlakuan  jera 

kepada Wajib Pajak Hiburan atas perbuatan yang dilakukan yang dapat merugikan 

pemerintah  daerah.  Hal  tersebut  harus  dilakukan  oleh  Dinas  Kebudayaan  dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebelum adanya pemeriksaan dari BPK. 

Karena dasar BPK melakukan pemeriksaan adalah dari laporan tentang 

penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Hiburan yang telah ditarget oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. 

 Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik mengambil tema Pajak 

Hiburan  karena  penulis  ingin  mengetahui  mekanisme  validasi  dan  penetapan 

pajak  hiburan  pada  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Banyuwangi. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih judul “Mekanisme Validasi 
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dan Penetapan Jumlah Pajak Hiburan Pada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang,  maka  permasalahan  yang  timbul  adalah  : 

Bagaimana Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hiburan pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat  

1.3.1 Tujuan  

 Adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana prosedur 

Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hiburan Pada Dinas  Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. 

 

1.3.2 Manfaat  

Manfaat: 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Menambah wawasan penulis terutama mengenai Mekanisme 

Validasi dan Penetapan Jumlah Pajak Hiburan Pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. 

2) Menambah pengetahuan sebagai penerapan ilmu yang telah 

diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma 

III  Perpajakan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas 

Jember. 

b. Bagi Universitas Jember 

1) Memberikan  informasi  baru  yang  dapat  dijadikan  bahan  referensi 

ilmu pada lingkungan universitas. 

2) Sebagai bahan penelitian perkembangan kegiatan belajar mengajar 

pada  perkuliahan  di  Universitas  Jember  khususnya  pada  Program 

Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik. 
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c. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 

1) Membantu  dalam  penghitungan,  penyetoran  dan  pelaporan  pajak 

hiburan. 

2) Diharapkan dapat memberikan masukan dam perbaikan terkait 

Mekanisme dan Penetapan Pajak Hiburan pada Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perpajakan 

2.1.1 Definisi Pajak 

 Pajak memiliki definisi yang berbeda-beda, bila dilihat dari sudut pandang 

kita.  Para  ahli  dibidang  perpajakan  memberikan  batasan  ataupun  definisi  yang 

berbeda-beda,  namun  pada  dasarnya  dari  berbagai  definisi  tersebut  mempunyai 

unsur dan tujuan yang sama. Pajak menurut para ahli antara lain : 

a. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 

tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah 

diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16 

Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 (dalam Mardiasmo 2016:3), “Pajak adalah 

kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

b. Resmi  (2017:1)  menyimpulkan,“Pajak  peralihan  kekayaan  dari  pihak 

rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan 

“surplus”- nya digunakan unuk public saving yang merupakan sumber 

utama untuk membiayai public investment. 

c. Mardiasmo (2016:3) menyimpulkan,”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara  berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 

1) Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut 

berupa uang (bukan barang). 

2) Berdasarkan undang-undang 

Pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan  kekuatan  undang-undang 

serta aturan pelaksanaannya. 
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3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu : 

a. Fungsi Anggaran (Budgetair), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi  Mengatur  (Regulerend),  pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau 

melaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh: 

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi masyarakat mengkonsumsi minuman keras; 

2) Pajak yang  tinggi  dikenakan  terhadap  barang-barang  mewah  untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

 

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi 

syarat.sebagai berikut : 

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang – undang 

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang 

–  undangan  di  antaranya  mengenakan  pajak  secara  umum  dan  merata, 

serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedang adil dalam 

pelaksanaannya  yakni  dengan  memberikan  hak  bagi  wajib  pajak  untuk 

mengajukan  keberatan,  penundaan  dalam  pembayaran  dan  mengajukan 

banding ke Pengadilan Pajak. 
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2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang (Syarat Yuridis) 

Di  Indonesia,  pajak  diatur  dalam  UUD  1945  pasal  23  ayat  2.  Hal  ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari 

hasil pemungutannya.  

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  

 

2.1.4 Teori Pajak 

Menurut  Mardiasmo  (2016:5)  terdapat  beberapa  teori  yang  menjelaskan 

atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, 

teori tersebut antara lain adalah : 

a. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak – hak 

rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan 

sebagai  suatu  premi  asuransi  karena  memperoleh  jaminan  perlindungan 

tersebut. 

b. Teori Kepentingan  

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar 

kepentingan  seseorang  terhadap  negara,  makin  tinggi  pajak  yang  harus 

dibayar. 
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c. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak yang 

harus  dibayar  sesuai  dengan  daya  pikul  masing  –  masing  orang.  Untuk 

mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu : 

1) Unsur  Objektif,  dengan  melihat  besarnya  penghasilan  atau  kekayaan 

yang dimiliki oleh seseorang. 

2) Unsur  Subjektif,  dengan  memerhatikan  besarnya  kebutuhan  materiil 

yang harus dipenuhi. 

d. Teori Bakti  

Dasar  keadilan  pemungutan  pajak  terletak  pada  hubungan  rakyat  dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.  

e. Teori Asas Daya Beli  

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 

untuk  rumah  tangga  negara.  Selanjutnya  negara  akan  menyalurkannya 

kembali masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.  

 

2.1.5 Kedudukan Hukum Pajak 

Menurut  Halim  dkk.  (2017:3)  Hukum  pajak  mempunyai  kedudukan  di 

antara hukum-hukum sebagai berikut : 

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan 

individu lainnya. 

2. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan 

rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut : 

a. Hukum Tata Negara 

b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administrastif) 

c. Hukum pajak 

d. Hukum Pidana 
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Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum 

publik. 

  

2.1.6 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil  

Menurut  Mardiasmo  (2016:7)  Hukum  pajak  mengatur  hubungan  antara 

pemerintah  (fiscus)  selaku  pemungut  pajak  dengan  rakyat  sebgaai  wajib  pajak. 

Ada 2 macam hukum pajak yakni : 

1. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma  yang menerangkan anatara 

lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek 

Pajak),  siapa  yang  dikenakan  pajak  (subjek  pajak),  berapa  besar  yang 

dikenakan  (tarif  pajak),  segala  sesuatu  yang  timbul  dan  hapusnya  utang 

pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. 

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan 

2. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum 

materiil  menjadi  kenyataan  (cara  melaksanakan  hukum  pajak  materiil). 

Hukum ini memuat antara lain: 

a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak. 

b. Hak-hak fiscus untuk mengadakan pengawasan terhadap para 

wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang 

menimbulkan utang pajak. 

c. Kewajiban wajib pajak misalnya meyelenggarakan 

pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya 

mengajukan keberatan dan banding.  

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

 

2.1.7 Pengelompokan Pajak 

Menurut  Mardiasmo  (2016:7)  Terdapat  berbagai  jenis  pajak,  yang  dapat 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) adalah sebagai berikut: 
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1. Menurut Golongannya 

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain.  

Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak  Subjektif,  yaitu  pajak  yang  berpangkal  atau  berdasarkan 

pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memerhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

3. Menurut Lembaga Pemungutannya 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas: 

1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

2) Pajak  Kabupaten/Kota,  contoh:  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran, 

dan Pajak Hiburan. 
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2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Resmi (2017:08), tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel 

pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. 

1. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut ini 

penjelasannya. 

 

a. Stelsel Nyata (Riil) 

Stelsel ini menyaakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek 

yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). 

Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir 

tahun pajak diketahui.  

Contoh: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat 

(2), dan Pasal 26. 

b. Stelsel anggapan (Fiktif) 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu 

anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, 

penghasilan  suatu  tahun  dianggap  sama  dengan  penghasilan  tahun 

sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga 

dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.  

c. Stelsel Campuran  

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada 

kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, 

besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada 

akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan 

sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya 

lebih  besar  daripada  besarnya  pajak  menurut  anggapan,  wajib  pajak 

harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika 

besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak 

menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) 
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atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah 

diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).  

2. Asas Pemungutan Pajak 

Terdapat tiga asas pemungutan pajak. Berikut ini penjelasannya. 

a. Asas Domisili ( Asas Tempat Tinggal ) 

Asas  ini  menyatakan  bahwa  negara  berhak  mengenakan  pajak  atas 

seluruh  penghasilan  wajib  pajak  yang  bertempat  tinggal  di  wilayahnya, 

baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib 

pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib 

pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang 

diperolehnya, baik dari indonesia maupun dari luar indonesia. 

Contoh: Tuan Akbar bertempat tinggal di indonesia dalam jangka waktu 

tertentu  yang  menurut  peraturan  perpajakan  Indonesia  telah  memenuhi 

ketentuan sebagai wajib pajak dalam negeri. Pada tahun 2011, tuan Akbar 

memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp 50.000.000 dan di luar 

negeri  sebesar  Rp  75.000.000.  penghasilan  tuan  akbar  yang  dikenakan 

pajak di Indonesia pada 2011 adalah Rp 125.000.000. 

b. Asas Sumber 

Asas  ini  menyatakan  bahwa  negara  berhak  mengenakan  pajak  atas 

pengahasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat 

tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari 

Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi. 

c. Asas Kebangsaan 

Asas  ini  menyatakan  bahwa  pengenaan  pajak  dihubungkan  dengan 

kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia 

dikenakan  atas  setiap  orang  asing  yang  bukan  berkebangsaan  Indonesia, 

tetapi bertempat tinggal di Indonesia. 

3. Sistem pemungutan Pajak  

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu : 
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a. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur 

perpajakan  untuk  menentukan  sendiri  jumlah  pajak  yang  terutang  setiap 

tahunnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang 

berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan 

memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. 

Dengan  demikian,  berhasil  atau  tidaknya  pelaksanaan  pemungutan  pajak 

banyak  tergantung  pada  aparatur  perpajakan  (peran  dominan  ada  pada 

aparatur perpajakan). 

b. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam 

menentukan  sendiri  jumlah  pajak  yang  terutang  setiap  tahunnya  sesuai 

dengan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku.  Dalam 

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan 

untuk: 

1) menghitung sendiri pajak yang terutang; 

2) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang; 

3) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; 

4) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; 

5) mempertanggung jawabkan pajak yang terutang. 

Jadi,  berhasil  atau  tidaknya  pelaksanaan  pemungutan  pajak  sebagian 

besar  tergantung  pada  wajib  pajak  sendiri  (peranan  dominan  ada  pada 

wajib pajak). 

c. With Holding System 

Sistem  Pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepada  pihak 

ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku.  Berhasil  atau  tidaknya  pelaksanaan  pemungutan  pajak  banyak 

tergantung  pada  pihak  ketiga  yang  ditunjuk.  Peranan  dominan  ada  pada 

pihak ketiga.      
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2.1.9 Timbulnya Utang Pajak 

Menurut Resmi (2017:11), Saat timbulnya utang pajak mempunyai 

peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan : 

1. pembayaran pajak; 

2. memasukan surat keberatan; 

3. menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kedaluwarsa; 

4. menerbitkan  surat  ketetapan  pajak  kurang  bayar,  surat  ketetapan  pajak 

kurang bayar tambahan, dan sebagainya; dan 

5. menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya.  

Terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan 

adanya utang pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran formil. 

1. Ajaran Materiil 

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena 

diberlakukannya undang-undang perpajakan . dalam ajaran ini, seseorang 

akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, 

sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Ajaran  ini  konsisten 

dengan penerapan self assessment system. 

2. Ajaran Formil 

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena 

dikeluarkannnya  surat  ketetapan  pajak  oleh  fiskus  (pemerintah).  Untuk 

menetukan  apakah  sesorang  dikenakan  pajak  atau  tidak,  berapa  jumlah 

pajak yang masih harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya 

dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak. Ajaran ini konsisten dengan 

penerapan official assessment system. 

 

2.1.10  Berakhirnya Utang Pajak 

Menurut  Resmi  (2017:12),  Utang  pajak  akan  berakhir  atau  terhapus  jika 

terjadi hal-hal sebagai berikut. 
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1. Pembayaran/Pelunasan 

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh 

pihak  lain,  pengkreditan  pajak  luar  negeri,  maupun  pembayaran  sendiri 

oleh wajib pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor 

pos). 

2. Kompensasi 

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun 

kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak. 

3. Kedaluwarsa 

Kedaluwarsa  berarti  telah  lewat  batas  waktu  tertentu,  jika  dalam  jangka 

waktu  tertentu  suatu  utang  pajak  tidak  ditagih  oleh  pemungutnya,  utang 

pajak tersebut telah dianggap lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat 

ditagih  lagi.  Utang  pajak  akan  kedaluwarsasetelah  melewati  waktu  10 

(sepuluh)  tahun,  teritung  sejak  saat  terutangnya  pajak  atau  berakhirnya 

masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. 

4. Pembebasan/Penghapusan 

Kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan dihapus oleh fiskus 

karena  setelah  dilakukan  penyidikan,  ternyata  wajib  pajak  tidak  mampu 

lagi memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena wajib pajak 

mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.  

 

2.1.11  Tarif Pajak 

Menurut  Halim  dkk.  (2017:08),  Untuk  menghitung  besarnya  pajak  yang 

terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif 

pajak  dapat  berupa  angka  atau  persentase  tertentu.  Jenis  tarif  pajak  dibedakan 

menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan 

tarif degresif (menurun). 

1. Tarif Tetap 

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun 

besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada 

bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk 
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berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 6.000. bea materai juga 

dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang 

ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai. 

2. Tarif Proporsional (Sebanding) 

Tarif  proporsional  adalah  tarif  berupa  persentase  tertentu  yang  sifatnya 

tetap  terhadap  berapa  pun  dasar  pengenaan  pajaknya.  Makin  besar  dasar 

pengenaan  pajak,  makin  besar  pula  jumlah  pajak  yang  terutang  dengan 

kenaikan secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia, tarif 

proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), 

PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain). 

3. Tarif Progresif (meningkat) 

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin 

meningkat  dengan  semakin  meningkatnya  dasar  pengenaan  pajak.  Tarif 

progresif dibedakan menjadi tiga yaitu : 

3.1 Tarif  Progresif  –  Proporsional,  tarif  berupa  persentase  tertentu  yang 

makin  meningkat  dengan  meningkatnya  dasar  pengenaan  pajak  dan 

kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Tarif Progresif-

Proporsional  pernah  diterapkan  di  Indonesia  untuk  menghitung  PPh. 

Tarif  ini  diberlakukan  sejak  tahun  1984  sampai  dengan  tahun  1994 

dan diatur dalam pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983.  

3.2 Tarif Progresif – Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin 

meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan 

persentase tersebut juga makin meningkat. Tarif progresif – progresif 

pernah diterapkan di  Indonesia untuk menghitung Pajak Penghasilan. 

Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 dan 

diatur dalam pasal 17 UU No. 10 Tahun 1994. Mulai tahun 2001, jenis 

tarif  ini  masih  diberlakukan  sampai  dengan  akhir  tahun  2008,  tetapi 

hanya untuk wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap  

3.3 Tarif Progresif – Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin 

meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi 

kenaikan persentase tersebut makin menurun. 
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4. Tarif Degresif (Menurun) 

Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin 

meningkatnya dasar pengenaan pajak. 

 

2.1.12  Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

Menurut Halim dkk.  (2017:47), pengertian subjek pajak dan objek pajak 

adalah:  

a. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak; 

b. Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayaran  pajak, 

pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perudang-

undangan perpajakan daerah. 

 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1 Dasar Hukum 

Dasar Hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah :  

a. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah;  

b. Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah;  

c. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

 

2.2.2 Definisi Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Pajak  Daerah adalah  kontribusi  wajib  kepada 

Daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.  Dengan  demikian,  Pajak  Daerah  merupakan  pajak  yang  dikelola  oleh 
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pemerintah  daerah,  yang  berguna  untuk  menunjang  penerimaan  pendapatan  asli 

daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD yang mana digunakan 

untuk  melangsungkan  pembangunan  daerah  tersebut.  Berikut  beberapa  definisi-

definisi yang berkaitan dengan pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 

28 Tahun 2009:  

a. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh 

Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  menurut  asa 

otonomi  dan  Tugas  Pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  sepuas-puasnya 

dalam sistem dan prinsip NKRI. 

c. Pemerintah  Daerah  adalah  gubernur,  bupati  atau  walikota  dan  perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

d. Peraturan Daerah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan 

bersama kepala daerah. 

2.2.3 Jenis dan Tarif Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah yaitu sebagai berikut: 

a. Jenis dan Tarif Pajak Provinsi terdiri atas : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor, tarif 10%; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tarif 20%; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, tarif10% ; 

4) Pajak Air Permukaan, tarif 10%; dan 

5) Pajak Rokok, tarif 10%. 
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b. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas : 

1) Pajak Hotel, tarif 10%; 

2) Pajak Restoran, tarif 10%; 

3) Pajak Hiburan, tarif 35%; 

4) Pajak Reklame, tarif 25%; 

5) Pajak Penerangan Jalan 10%; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan bantuan 10%; 

7) Pajak Parkir, tarif 30%; 

8) Pajak Air Tanah, tarif 20%; 

9) Pajak Sarang Burung Walet, tarif 10%; 

10) Pajak Bumi dan Bngunan Perdesaan dan Perkotaan, tarif 0,3%; 

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tarif 5% 

 

2.2.4 Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah  

Tata cara pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi No.2 Tahun 2011 : 

1. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan 

2. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya sendiri (Self 

Assessment),  dibayar  dengan  menggunakn  SPTPD,  SKPDKB  dan/atau 

SKPDKBT 

a. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta 

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 

b. SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 

15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. 

3. Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah 

(Official Assessment), memenuhi kewajiban pajaknya dengan 

menggunakan  SKPD  atau  dokumen  lain  yang  dipersamakan.    Dokumen 

lain yang dipersamakan berupa karcis atau nota perhitungan. 

Tata cara Pembayaran dan Penagihan berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 : 
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1. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran  pajak  yang  terutang  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja 

setelah  saat  terutangnya  pajak  dan  paling  lama  6  (enam)  bulan  sejak 

tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. 

2. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang 

menyebabkan  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  bertambah  merupakan 

dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 

1 (satu) bulan sejakn tanggal diterbitkan. 

3. Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib 

Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan 

dikenakan bungan sebesar 2% (dua persen) sebulan. 

4. Pajak  yang  terutang  SPPT,  SKPD,  SKPDKB,  SKPDKBT,  STPD,  Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding 

yang  tidak  atau  kurang  dibayar  oleh  Wajib  Pajak  pada  waktunya  dapat 

ditagih dengan Surat Paksa. 

 

2.3 Pajak Hiburan 

2.3.1 Definisi Pajak Hiburan 

Menurut Priantara (2013:542), Pajak Hiburan adalah pajak atas 

penyelenggaraan  hiburan  dengan  dipungut  bayaran.  Hiburan  adalah  semua  jenis 

pertunjukan,  permainan  ketangkasan,  atau  keramaian  dengan  nama  dan  bentuk 

apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, 

tidak  termasuk  penggunaan  fasilitas  untuk  olahraga.  Apabila  fasilitas  olahraga 

tersebut  adalah  kebugaran  (fitness  centre)  maka  menjadi  objek  pajak  hiburan 

karena yang dimaksud dengan hiburan antara lain: tontonan film, kesenian, 

pagelaran  musik  dan  tari  serta  busana,  pameran,  diskotik,  karaoke,  klub  malam 

dan sejenisnya, permainan bilyard, golf, dan bowling, sikrus, akrobat, dan sulap, 

pacuan  kuda,  kendaraan  bermotor,  permainan  ketangkasan,  panti  pijat,  mandi 

uap/spa,  dan  pusat  kebugaran  (fitness  center)  dan  pertandingan  olahraga.  Tidak 
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termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak 

dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, 

upacara adat, kegiatan keagamaan yang dikecualikan dengan peraturan daerah. 

Saat ini yang menjadi dasar pengenaan dari pajak hiburan adalah jumlah 

uang  yang  diterima  atau  yang  seharusnya  diterima  oleh  penyelenggara  hiburan. 

Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-

cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Sedangkan tarifnya 

ditetapkan oleh peraturan daerah. 

 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan 

 Pemungutan  pajak  hiburan  di  Indonesia  saat  ini  didasarkan  pada  dasar 

hukum  yang  jelas  dan  kuat  sehingga  harus  dipatuhi  oleh  mayarakat  dan  pihak 

yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hiburan pada suatu kabupaten atau 

kota adalah sebagaimana dibawah ini : 

a. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah. 

c. Peraturan  Daerah  No.14  Tahun  2012  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

d. Peraturan Bupati  Banyuwangi  No.23  Tahun  2014  Tentang  Tata  Cara 

Pemungutan Pajak Hiburan. 

e. Peraturan  Bupati  Banyuwangi  No.81  Tahun  2016  Tentang  Pembayaran 

dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak 

Hiburan Secara Elektronik. 

f. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  No.16  Tahun  2017  Tentang 

Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  No.2 

Tahun 2011 Tentang  Pajak Daerah. 

g. Peraturan Bupati Banyuwangi No.62 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan  Bupati  Banyuwangi  No.81  Tahun  2016  Tentang  Pembayaran 
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dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak 

Hiburan Secara Elektronik. 

 

2.3.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hiburan 

a. Objek Pajak Hiburan 

Menurut  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  No.16  Tahun  2017 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

No.2  Tahun  2011  Tentang    Pajak  Daerah.  Rincian  dalam  Objek  Pajak 

Hiburan meliputi : 

a. tontonan film; 

b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 

c. kontes kecantikan, binaraga; 

d. pameran  komputer,  elektronik,  otomotif,  seni  budaya,  seni  ukir, 

busana dan/atau pameran lainnya dikenakan pajak;  

e. karaoke keluarga;  

f. sirkus, akrobat, dan sulap; 

g. permainan bilyard dan bowling;  

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;   

i. refleksi, spa, dan pusat kebugaran (fitness center);  

j. Pertandingan olahraga. 

Dikecualikan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 

hiburan  yang  tidak  ditujukan  untuk  kepentingan  komersial  dan  hiburan 

untuk  kegiatan  sosial/amal  yang  diadakan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah. 

b. Subjek  pajak  hiburan  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menonton 

dan/atau menikmati hiburan. 

c. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan hiburan. 
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2.3.4 Dasar pengenaan, Tarif dan Cara perhitungan Pajak Hiburan 

a. Dasar Pengenaan 

Menurut  Peraturan  Daerah  Kabupaten Banyuwangi  No.2  Tahun  2011 

Tentang Pajak Daerah yaitu 

1. Dasar pengenaan pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima 

atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.  

2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang 

diberikan kepada penerima jasa hiburan. 

b. Tarif Pajak Hiburan 

Menurut  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyuwaangi  No.16  Tahun  2017 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

No.2  Tahun  2011  Tentang    Pajak  Daerah,  tarif  Pajak  Hiburan  sebagai 

berikut : 

1. tontonan film dikenakan pajak 20% (dua puluh persen); 

2. pagelaran  kesenian,  musik,  tari  dan/atau  busana  dikenakan  pajak 

20% (dua puluh persen);  

3. pagelaran  kesenian,  musik  dan/atau  tari  yang  bersifat  tradisional 

yang  perlu  dilindungi  dan  dilestarikan  karena  mengandung  nilai-

nilai  tradisi  yang  luhur  dan  kesenian  yang  bersifat  kreatif  yang 

bersumber dari kesenian tradisional dikenakan pajak10% (sepuluh 

persen); 

4. kontes kecantikan, dan sejenisnya dikenakan pajak 35% (tiga puluh 

lima persen); 

5. kontes binaraga dikenakan pajak 20% (dua puluh persen); 

6. pameran  komputer,  elektronik,  otomotif,  seni  budaya,  seni  ukir, 

busana dan/atau pameran lainnya dikenakan pajak 20% (dua puluh 

persen); 

7. karaoke keluarga dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen); 

8. sirkus, akrobat dan sulap dikenakan pajak 20% (dua puluh persen); 

9. permainan bilyard dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen); 
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10. permainan bowling dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen); 

11. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan 

dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen); 

12. refleksi, spa, dan pusat kebugaran (fitnes center) dikenakan pajak 

35% (tiga puluh lima persen); 

13. Pertandingan olah raga dikenakan pajak 20% (dua puluh persen). 

c. Cara Perhitungan Pajak Hiburan 

Menurut Halim dkk. (2016:516) besaran pokok pajak hiburan yang 

terutang  dihitung  dengan  cara  mengalikan  tarif  dengan  dasar  pengenaan 

pajak 

 

 

Wajib  Pajak  Hiburan  wajib  mencantumkan  tarif  Pajak  Hiburan  dalam 

bukti  transaksi  yang  diberikan  kepada  subjek  pajak  hiburan.  Dalam  hal 

wajib pajak hiburan tidak mencantumkan tarif pajak hiburan dalam bukti 

transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hiburan, maka jumlah 

pembayaran telah termasuk pajak hiburan. 

 

TARIF PAJAK X DASAR PENGENAAN PAJAK 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan 

3.1.1 Lokasi  

 Pelaksanaan  kegiatan  dilaksanakan  di  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata 

Jl.  Jenderal  Ahmad  Yani  No.78,  Taman  Baru,  Kec.  Banyuwangi,  Kabupaten 

Banyuwangi, Jawa Timur 68416, pada Bidang Produk Pariwisata. 

 

3.1.2 Waktu 

 Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yaitu dimulai dari tanggal 26 Februari sampai 

dengan 15 April 2017 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Banyuwangi. 

Adapun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jam kerja di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yaitu : 

Tabel  3.1  Hari  dan  Jam  Kerja  kegiatan  di  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata 

Kabupaten Banyuwangi 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 
Senin s/d Kamis 07.00 - 15.30 12.00 - 13.00 
Jumat 06.30 - 14.30 11.00 - 13.00 
Sabtu dan Minggu Libur Libur 

Sumber : di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 

 

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada  pelaksanaan  kegiatan  ini  akan  dibuat  Laporan  Tugas  Akhir  oleh 

penulis  dengan  judul  “Mekanisme  Validasi  dan  Penetapan  Pajak  Hiburan  Pada 

Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Banyuwangi”.  Bidang  pariwisata 

bertugas  memvalidasikan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah  (SPTPD)  sesuai 

dengan data yang sudah diisi oleh Wajib Pajak. Memvalidasikan data adalah hal 

yang harus dilakukan karena validasi menjadi dasar untuk menetapkan pajak yang 

terutang.  Di  bidang  pariwisata  penulis  diberi  tugas  mencetak  Surat  Ketetapan 

 
Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


31 
 

Pajak Daerah (SKPD) yang sebelumnya akan diinput terlebih dahulu oleh petugas 

untuk  penetapan  pajak  pada  sistem  untuk  mengetahui  nomor  kohir  atau  nomor 

SKPD tersebut. 

 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Kegiatan 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, penulis diwajibakan mengikuti peraturan 

yang sudah ada dan diterapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Banyuwangi. Selama pelaksanaan kegiatan, penulis melaksanakan beberapa 

kegiatan  yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 

maupun  yang  ada  di  lapangan  untuk  menambah  wawasan  dan  pengalaman  saat 

melakukan kegiatan. Kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini : 

Tabel 3.2 kegiatan yang dilakukan secara terjadwal  

WAKTU 

PELAKSANAAN 
KEGIATAN HASIL KEGIATAN 

(a) (b) (c) 

Senin, 26 Februari 2018 

Penanggung jawab : 

Suryani Agus Wahyuti, 

SH 

a. Diterima di Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten 

Banyuwangi 

1. Beradaptasi dengan 

lingkungan dinas 

Penanggung Jawab : 

Nur Soetjiati, S.AP 

b. Penempatan di 

bidang Validasi dan 

Penetapan 

2. Mendapat 

pengarahan tugas 

yang akan 

diberikan   

 

 

c. Sharing tentang 

pengertian Validasi 

dan Penetapan  

 

Selasa, 27 Februari 2018 

Penanggung Jawab: 

Suharti 

a. Merekap SKPD 

untuk  Pajak  Hiburan 

dan Pajak Hotel 

 
 
 

1. Mengetahui  bentuk 

SKPD  untuk  pajak 

hiburan  
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(a) (b) (c) 

 b. Mencetak Surat 

Ketetapan Pajak 

Daerah Pajak Hotel 

2. Mengetahui sistem 

yang digunakan 

dalam mencetak 

SKPD 

Rabu, 28 Februari 2018 

Penanggung jawab : 

Koyimah 

 

a. Apel Pagi 

b. Stempel  SKPD  pajak 

restoran, pajak 

hiburan, dan pajak 

hotel 

 

1. Melatih 

kedisiplinan  

2. Mengetahui 

perbedaan skpd 

untuk wajib pajak 

hiburan dan 

restoran   

Kamis, 1 Maret 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan  

Penanggung jawab : 

Nur Soetjiati,S.AP 

b. mempelajari 
peraturan Peraturan 
Daerah  dan  Undang-
Undang Republik 
Indonesia Tentang 
Pajak Daerah 

2. mengetahui aturan 
yang dilakukan 
secara undang-
undang 

Jum'at, 2 Maret 2018 

 

a. Senam Pagi 1. Menyehatkan 

badan   

Penanggung jawab : 

Nur Soetjiati,S.AP 

b. Merekap SKPD 

untuk  Pajak  Hiburan 

dan Pajak Hotel 

2. Pencatatan dan 

pemisahan setiap 

pajak daerah 

 

 c. merekap SKPD untuk 

Pajak Restoran dan 

Retribusi Daerah 

 

Senin, 5 Maret 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 

Penanggung jawab : 

Nur Soetjiati,S.AP 

b. Memilah SPTD dan 
SKPD atas Pajak 
Hiburan, Pajak 
Restoran dan Pajak 
Hotel 

2. Melatih ketelitian 
tentang perbedaan 
setiap pajak daerah 

 

Selasa, 6 Maret 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 
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(a) (b) (c) 

Penanggung jawab : 

Koyimah 

b. Mencetak Surat 
Ketetapan Pajak 
Daerah Pajak 
Hiburan 

2. belajar 
menggunakan 
sistem menetapkan 
pajak 

 c. Stempel  SKPD  Pajak 
Restoran dan Hotel 

 

Rabu, 7 Maret 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 

Penanggung jawab : 

Koyimah 

b. mempelajari tentang 
Pajak  Hiburan  secara 
detail dan khusus 

2. menambah 
wawasan yang 
berkaitan dengan 
pajak hiburan 

 c. stempel  SKPD  Pajak 
Hiburan, Pajak 
Restoran 

 

Kamis, 8 Maret 2018 a. Apel Pagi 
 

1. Melatih 
kedisiplinan 

Penanggung jawab : 

Koyimah 

b. Stempel  SKPD  pajak 
Restoran dan Pajak 
Hotel dan Pajak 
Hiburan 

2. Mengetahui tagihan 
wajib pajak 

 c. pencatatan  Penagihan 
Pajak Hiburan dan 
Pajak Restoran 

 

Jumat, 9 Maret 2018 a. Senam Pagi 1. Melatih kebugaran 
dan kesehatan 

Penanggung jawab : 

Koyimah 

b. Arsip Pajak Restoran, 
Pajak Hotel, Pajak 
Hiburan 

2. Menyimpan data 
penting jika suatu 
saat diperlukan 

 

 c. Stempel  SKPD  pajak 
restoran, pajak 
hiburan 

 

Sabtu, 10 Maret 2018 

Penanggung jawab : 

Nur Soetjiati, S.AP 

a. workshop 
Banyuwangi Race 
Photo Competition 

1. Berpartisipasi acara 
yang 
diselenggarakan 
pemerintah 

Minggu, 11 Maret 2018 

Penanggung jawab : 

Nur Soetjiati, S.AP 

a. Banyuwangi Festival 
Banyuwangi Race 
Photo Competition 

1. Berpartisipasi acara 
yang 
diselenggarakan 
pemerintah  
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(a) (b) (c) 

Senin, 12 Maret 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 

Penanggung jawab : 

Koyimah 

b. Merekap SKPD Pajak 
Restoran Hiburan dan 
Hotel 

2. Mengetahui  jumlah 
keseluruhan 
pembayaran yang 
dilakukan oleh 
wajib pajak. 

 c. Porporasi Tiket Pajak 
Hiburan 

 

3. Pengesahan tiket 
yang sudah sah 
untuk distribusi 

Selasa, 13 Maret 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 

Penanggung jawab : 

Koyimah 

b. mencetak  SKPD  dan 
menyetempel Pajak 
Restoran 

2. penggunaan sistem 
penetapan pajak 

Rabu, 14 Maret 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 

Penanggung jawab : 

Koyimah 

b. Arsip Pajak Restoran, 
Pajak Hotel, Pajak 
Hiburan 
 

2. Menyimpan data 
penting jika suatu 
saat diperlukan 
 

 c. Stempel  SKPD  pajak 
Restoran dan Pajak 
Hotel dan Pajak 
Hiburan 

 

Kamis, 15 Maret 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 

Penanggung jawab : 

Koyimah 

b. Menginput SKPD 
Pajak Hiburan 

2. Memperoleh data 
wajib pajak 

 c. stempel  SKPD  pajak 
restoran  ,  pajak  hotel 
dan pajak hiburan 

 

 

Jumat, 16 Maret 2018 

Penanggung jawab : 

Koyimah 

a. Senam Pagi 1. Menyehatkan 
badan dan 
menyegarkan 
pikiran 

 b. Arsip Pajak Restoran, 
Pajak Hotel, Pajak 
Hiburan 

2. Menyimpan data 
penting jika suatu 
saat diperlukan 

Senin, 19 Maret 2018 a. Apel Pagi 1. Koyimah 

Penanggung jawab : 

Koyimah 

b. menginput data objek 
pajak hiburan 

2. Memperoleh data 
wajib pajak 

 c. stempel pajak 
restoran, pajak hotel 
dan pajak hiburan 
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(a) (b) (c) 

Selasa, 20 Maret 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 

Penanggung jawab : 

Koyimah 

b. menyusun surat 
undangan kepada 
wajib pajak atas 
kurang bayar pajak 
Hotel dan Hiburan 
hasil temuan BPK 
tahun 2017 

2. mengetahui wajib 
pajak yang 
mendapat teguran 
dari BPK 

Rabu, 21 Maret 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 

Penanggung jawab : 

Koyimah 

b. Arsip Pajak Restoran, 
Pajak Hotel, Pajak 
Hiburan 

2. Menyimpan data 
penting jika suatu 
saat diperlukan  

 c. input data pajak 
restoran 

3. Memperoleh data 
wajib pajak 

 d. Porporasi Tiket Pajak 
Hiburan 

4. Pengesahan tiket  

Kamis, 22 Maret 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 

Penanggung jawab : 

Koyimah 

b. penulisan tagihan 
pajak  restoran,  pajak 
hotel dan pajak 
hiburan 

2. mengetahui proses 
penagihan  terhadap 
wajib pajak 

Jumat, 23 Maret 2018 a. Senam Pagi 1. Menjaga  kesehatan 
dan kekompakan 
bersama pegawai 

Penanggung jawab : 

Koyimah 

b. Arsip Pajak Restoran, 
Pajak Hotel, Pajak 
Hiburan 

2. Menyimpan data 
penting jika suatu 
saat diperlukan 

 c. Porporasi Tiket Pajak 
Hiburan 

3. Pengesahan tiket 

Senin, 26 Maret 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 

Penanggung jawab : 

Koyimah 

b. Sharing terkait 
Penggunaan e-ticket 
Pajak Hiburan 

2. Sosialisasi akan 
diberlakukannya  e-
ticket 

 c. input objek wisata 
pajak hiburan 

3. memperoleh data 
wajib pajak 

Selasa, 27 Maret 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 

Penanggung jawab : 

Koyimah 

b. input data pajak 
hiburan 

2. memperoleh data 
wajib pajak 

 c. stempel  SKPD  pajak 
retoran dan Pajak 
Hotel 
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(a) (b) (c) 

Rabu, 28 Maret 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 

Penanggung jawab : 

Santy Desiana Putri 

b. pendampingan 
Jebeng  Thulik  dalam 
acara Raka Raki Jawa 
Timur 2018 

2. mengurus segala 
keperluan putra 
putri daerah 
berprestasi 

Kamis, 29 Maret 2018 

Penanggung jawab : 

Santy Desiana Putri 

a. Perjalanan pulang 
dari surabaya 
mendampingi  Jebeng 
Thulik 

 

1. mengurus segala 
keperluan putra 
putri daerah 
berprestasi  

Sabtu, 31 Maret 2018 

Penanggung jawab : 

Santy Desiana Putri 

a. Banyuwangi Festival 
Karya Tari Daerah 

1. Berperan serta 
dalam kegiatan 
yang diadakan 
pemerintah  

Senin, 2 April 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 

Penanggung jawab : 

Santy Desiana Putri 

b. sosialisasi  e-ticket  ke 
objek obek wisata 

2. Sosialisasi akan 
diberlakukannya  e-
ticket 

Selasa, 3 April 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 

Penanggung jawab : 

Santy Desiana Putri 

b. stempel  SKPD  pajak 
Restoran dan Pajak 
Hotel dan Pajak 
Hiburan 

2. pengesahan tiket 
yang akan dijual 

 

 c. Porporasi Tiket Pajak 
Hiburan 

 

 

Rabu, 4 April 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 

Penanggung jawab : 

Santy Desiana Putri 

b. menyusun surat 
undangan kepada 
wajib pajak atas 
kurang bayar pajak 
Hotel dan Hiburan 
hasil temuan BPK 
tahun 2017 
 

2. mengetahui wajib 
pajak yang 
mendapat teguran 
dari BPK 

 c. sosialisasi  e-ticket  ke 
objek obek wisata 

3. Sosialisasi akan 
diberlakukannya  e-
ticket 
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(a) (b) (c) 

Kamis, 5 April 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 

Penanggung jawab : 

Santy Desiana Putri 

b. menyusun surat 
undangan kepada 
wajib pajak atas 
kurang bayar pajak 
Hotel dan Hiburan 
hasil temuan BPK 
tahun 2017 

2. mengetahui wajib 
pajak yang 
mendapat teguran 
dari BPK 

 c. pergi ke hotel yang 
mendapat surat 
teguran  hasil  temuan 
BPK tahun 2017 

3. mendapat 
pengalaman 
langsung di 
lapangan 

Jumat, 6 April 2018 

Penanggung jawab : 

Santy Desiana Putri 

a. Senam Pagi 1. Menjaga  kesehatan 
dan kekompakan 
bersama pegawai 

 
 

 b. rekap data pajak 
Hiburan  bulan  maret 
2018 

2. menjaga ketelitian 
untuk proses 
kegiatan yang 
selanjutnya 

Senin, 9 April 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 

Penanggung jawab : 

Santy Desiana Putri 

b. menulis rekapan 
tagihan untuk pajak 
restoran, pajak hotel 
dan pajak hiburan  

2. menjaga ketelitian 
untuk proses 
kegiatan yang 
selanjutnya 

Selasa, 10 April 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 

Penanggung jawab : 

Santy Desiana Putri 

b. input  data  kunjungan 
wisatawan lokal 
bulan maret 2018 

2. mengetahui  jumlah 
wisatawan yang 
berkunjung ke 
banyuwangi 

Rabu, 11 April 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 

 b. Input  data  kunjungan 
wisatawan asing 
bulan maret 2018 

2. mengetahui  jumlah 
wisatawan yang 
berkunjung ke 
banyuwangi 

Kamis, 12 April 2018 a. Apel Pagi 1. Melatih 
kedisiplinan 

Penanggung jawab : 

Santy Desiana Putri 

b. Stempel  SKPD  pajak 
restoran, pajak 
hiburan 

2. Mengetahui proses 
penagihan kepada 
wajib pajak 

 c. penulisan tagihan 
pajak  restoran,  pajak 
hotel dan pajak 
hiburan 
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(a) (b) (c) 

Jumat, 13 April 2018 a. Senam Pagi 
 
 

1. Melatih 
kekompakan 
bersama petugas 

Penanggung jawab : 

Santy Desiana Putri 

b. berpamitan dan 
berterimakasih 
kepada seluruh 
pegawai Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten 
Banyuwangi 

2. salam perpisahan 
dan kenang-
kenangan 

Minggu, 15 April 2018 

Penanggung jawab : 

Santy Desiana Putri 

a. Banyuwangi Festival 
2018, Banyuwangi 
Kuliner Festifal 
Rujak Cemplung 

1. Mengikuti  kegiatan 
yang diadakan oleh 
pemerintah 

 

 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis  data  yang  digunakan  pada  pelaksanaan  Laporan  Tugas  Akhir  ini 

yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:31) Data 

kuantitatif  adalah  data  informasi  yang  berupa  simbol  angka  atau  bilangan.  Data 

kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa Surat Pemberitahuan 

Pajak Daerah (SPTPD) golongan 4 pajak hiburan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD) pajak hiburan, rekapitulasi data objek pajak hiburan di Kabupaten 

Banyuwangi yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan target pajak 

hiburan. Menurut Sugiyono (2016:207) Data Kualitatif adalah data informasi yang 

berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data 

kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa Informasi terkait wajib pajak yang 

bersangkutan terkait pekerjaan dan sumber penghasilannya. 

 

3.3.2 Sumber data 

Data yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai 

berikut. 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul  data  (Sugiyono,  2016:137).  Dalam  Kegiatan  yang  dilakukan, 

pengumpulan data laporan menurut sumbernya Penulis menggunakan Data 

primer karena data yang dikumpulkan oleh penulis sendiri. Ini adalah data 

yang  belum  pernah  dikumpulkan  sebelumnya,  baik  dengan  cara  tertentu 

atau  pada  periode  waktu  tertentu  yaitu  penulis  melakukan  wawancara 

langsung  dengan  Kepala  Seksi  Optimalisasi  Pendapatan  Derah  yaitu  Ibu 

Nur Soetjiati,S.AP. Dan juga Data Primer diperoleh dari data-data terkait 

penetapan pajak hiburan seperti SPTPD golongan 4 pajak hiburan, SKPD 

pajak  hiburan,  rekapitulasi    pendapatan  objek  pajak  hiburan  yang  ada  di 

Kabupaten Banyuwangi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder  adalah data  yang  tidak langsung  memberikan sata kepada 

pengumpul  data  (Sugiyono,  2016:137).  Biasanya  sumber  tidak  langsung 

berupa  data  dokumentasi,  buku,  artikel,  internet,  jurnal,  dan  arsip-arsip 

resmi. Pengumpulan data laporan menurut sumbernya Penulis juga 

menggunakan  Data  sekunder  karena  data  yang  dikumpulkan  oleh  orang 

lain,  bukan  Penulis  itu  sendiri.  Data  ini  berasal  dari  Badan  Pendapatan 

Derah  Kabupaten  Banyuwangi  dan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata 

Kabupaten  Banyuwangi.  Selain  itu  penulis  juga  mendapatkan  beberapa 

data dari buku, artikel, internet, jurnal dan lain-lain. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  kegiatan 

adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet,  observasi  sebelumnya  dan  referensi  yang  berhubungan  dengan 

laporan tugas akhir ini. 
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b. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya 

jawab kepada Nur Soetjiati, S.AP selaku Kepala seksi Optimalisasi 

Pendapatan Daerah yang berhubungan dengan masalah “Mekanisme 

Validasi dan Penetapan Pajak Hiburan Pada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi”. 

c. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis 

dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 

yang terjadi. Dengan cara mengamati dan melibatkan diri secara langsung 

dalam kegiatan kerja untuk mengetahui langsung keadaan yang 

sebenarnya terjadi (riil) di lapangan. Selain itu juga dilakukan wawancara 

atau  melakukan  tanya  jawab  langsung  dengan  pihak  yang  bersangkutan 

khususnya dalam permasalahan mengenai Pajak Hiburan. Serta tidak lepas 

dari  beberapa  panduan  yang  berupa  buku-buku  Undang  Undang  Pajak 

Derah khususnya tentang Pajak Hiburan lainnya. 
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BAB 5 PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan  hasil  kegiatan  yang  dilaksanakan  pada  Dinas  Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Mekanisme Validasi dan Penetapan 

Jumlah  Pajak  Hiburan  menggunakan  Self  Assesment  System.  Dalam  mekanisme 

tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Validasi Pajak Hiburan dilaksanakan setelah pengisian Surat 

Pemberitahuan  Pajak  Daerah  (SPTPD)  oleh  Wajib  Pajak  Hiburan  atas 

laporan pendapatan atau omset yang diperoleh dalam satu bulan penuh.  

b. Penetapan Pajak Hiburan dilaksanakan setelah pajak terutang dihitung dan  

staf penetapan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 

Penetapan jumlah pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan  Daerah  Kbupaten  Banyuwangi  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  penulis  di  Dinas  Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, maka saran yang bisa disampaikan 

adalah: 

a. Petugas  dari  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Banyuwangi 

harus  berusaha  lebih  keras  untuk  menghadapi  Wajib  Pajak  yang  tidak 

mentaati  peraturan  yang  ada.  Petugas  harus  lebih  pintar  dan  memiliki 

banyak  strategi  dalam  meningkatkan  PAD  Kabupaten  Banyuwangi  agar 

pengusaha  Objek  Wisata  dan  Hiburan  berkenan  membayar  pajak  yang 

sesuai  dengan  pendapatan  atau  omset. Serta  adanya  sanksi  yang  tegas 

terhadap wajib pajak hiburan agar para wajib pajak jera. Diberlakukannya 

denda sebesar 2% sesuai Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan. 
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b. Kepala seksi optimalisasi pendapatan daerah  menerbitkan SKPDKB atau 

SKPDLB,  karena  surat-surat  tersebut  penting  untuk  mengetahui  kurang 

atau lebih bayar atas pajak daerah dan hal tersebut juga sudah di sebutkan 

dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.28  tahun  2009  tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pada Peraturan Daerah 

Kabupaten  Banyuwangi  No.2  tahun  2011  Pajak  Daerah  dan  juga  pada 

Peraturan Bupati Banyuwangi No.23 Tahun 2014. 

c. Perlu adanya pelatihan kepada setiap pegawai khususnya dalam 

kepribadian  dan  pelayanan  agar  pegawai  dapat  melakukan  segala  tugas 

dan pekerjaan dengan lebih baik lagi dari sebelumnya. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja 

Nyata 
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Lampiran 9. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 

Kabupaten Banyuwangi 
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Lampiran 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 tahun 

2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah   
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Lampiran  11.  Peraturan  Bupati  Banyuwangi    Nomor    56      Tahun  2016 

Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata 

Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 
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Lampiran 12. Transkip Wawancara Mengenai Tidak Tercapainya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

Nama Narasumber : Nur Soetjiati, S. AP 

Hari, Tanggal   : Senin, 9 April 2018 

Jam    : 13.00 – 13.15 WIB 

Disusun Jam   : 19.30 – 20.00 WIB 

Tempat Wawancara : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten   

Banyuwangi 

Topik Wawancara :  Tidak  Tercapainya  Target  Realisasi  PAD  sektor  Pajak 

Daerah 

Pewawancara  : Assalamualaikum Bu, Selamat Siang, maaf mengganggu. 

Narasumber : Wa’alaikumsalam. Siang juga.  

Pewawancara  : Maaf sebelumnya bu, bila ibu berkenan, saya ingin menanyakan  

beberapa  hal  terkait  yang  digunakan  untuk  bahan  tulisan  laporan 

tugas akhir saya bu. 

Narasumber : Ya boleh silahkan 

Pewawancara  :  kemarin  saya  pergi  ke  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten 

Banyuwangi untuk meminta data, disana saya melihat data tersebut 

menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah Banyuwangipada 

tahun  2016  dan  2017  dari  sektor  pajak  daerah  tidak  memenuhi 

target, itu alasannya kenapa ya bu ? 

Narasumber : Hal itu bisa terjadi karena banyak wajib pajak yang tidak taat dan 

patuh  membayar  kewajibannya.  Dan  juga  kurangnya  sosialisasi 

dari pihak pemerintah dikarenakan kurangnya tenaga petugas. 

Pewawancara  :  Alasan  yang  paling  mendasar  itu  sebenarnya  apa  bu  ?  sehingga 

wajib pajak tidak melakukan pembayaran hutang pajaknya ? 

Narasumber :  Karena  mereka  berpikir  jika  mereka  membayar  pajak  tentunya 

akan mengurangi pendapatan yang mereka peroleh.  

Pewawancara  :  Sikap  petugas  terhadap  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  itu  diberi 

sanksi atau denda bu ? 
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Narasumber : Dicabut perizinannya  

Pewawacara  :  kemarin  saya  membaca  tentang  Peraturan  Daerah  Banyuwangi 

Nomor  16  Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan 

Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang 

Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  itu  menunjukan  tarif  pajak 

hiburan  sendiri  naik ya  bu,  apa  itu  menjadi  salah  satu  faktor 

penurunannya pendapatan pajak hiburan bu ? 

Narasumber : Iya, tarif dinaikkan dikarenakan semakin banyak wisatawan lokal 

dan  mancanegara  berkunjung  ke  banyuwangi  tentunya  berharap 

pendapatan yang berasal dari pajak hiburan juga meningkat, tetapi 

kenyataan  berbanding  terbalik.  Pada  tahun  2017  pajak  hiburan 

tidak mencapai target  

Pewawancara  : Hal itu mengapa bisa terjadi bu ? 

Narasumber : Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran secara sebenarnya 

Pewawancara  :  Hal  apa  yang  dilakukan  pemerintah  bu  untuk  saat  ini  untuk 

menaikkan penerimaan jumlah PAD dari sektor pajak daerah bu ? 

Narasumber :  Sekarang  mau  dilakukannya  e-ticket  sebagai  solusi  pertamanya. 

Sekarang  masih  sosialisasi  mengenai  hal  itu  kepada  wajib  pajak 

dan memberikan alat gratis sebagai penyokong terlaksananya 

rencana tersebut. 

Pewawancara  :  Apa  yang  menjadi  hambatan  bu  untuk  terealisasinya  kegiatan 

tersebut ? 

Narasumber :  Banyak  wajib  pajak  yang  menolak,  karena  kalau  hal  itu  bisa 

terwujud maka hutang wajib pajak akan jelas dan wajib pajak tidak 

bisa melakukan kecurangan. 

Pewawancara  :  untuk  saat  ini  jadi  yang  lagi  disosialisasikan  oleh  pemerintah 

program e-ticket ya bu ? 

Narasumber : untuk saat ini masih melakukan proses itu dan  mungkin setelah 

idul fitri akan terealisasi. Jadi doakan saja ya biar cepat terealisasi 

Pewawancara  : iya bu. Makasih bu atas wawancara singkat ini 

Narasumber : iya, sama-sama. 
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Lampiran 13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Golongan 4 Untuk Wajib 

Pajak Hiburan 
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Lampiran 14. Omset Pendapatan Fun-Fun Karaoke Bulan April 
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Lampiran 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk Pajak Hiburan 
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